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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN
(Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten
Lampung Timur)

Oleh :
ADITYA INDARWAN EKA PUTRA
NPM. 13111409

Sistem buwuhan telah berjalan lama dari zaman nenek moyang sampai
sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong menolong yang
diwariskan. Dalam buwuhan ini sumbangan yang diberikan berupa bahan-bahan
pokok seperti beras, gula, minyak, kelapa dan lain-lain. Namun pada
perkembangannya menambahkan rokok dan uang tunai kedalam buwuhan ini.
Fenomena sumbang-menyumbang tersebut ada suatu hal yang menarik yaitu tentang
adanya timbal balik untuk mengembalikan. Hal tersebut bukanlah suatu kewajiban
akan tetapi hal yang sudah menjadi kebiasaan, hal tersebut bertentangan dengan
semangat tolong menolong.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap
sistem buwuhan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan
Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Adapun manfaat diadakannya
penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada
masyarakat luas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem buwuhan dalam
pelaksanaan hajatan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data
kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
adat dan beberapa warga. dokumentasinya bisa berupa sejarah didirikannya desa,
struktur organisasi desa, dan lain sebagainya. Semua data-data tersebut kemudian
dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan
bahwa sistem tumpangan yang terjadi saat ini di masyarakat hampir sama dengan
akat utang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton | terkait sistem
tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan adanya
keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (hibah)
dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali
lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di
masyarakat Kedaton | telah terdapat kesepakatan mengembalikan meskipun hanya
secara tersirat tetapi kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan
diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: Buwuhan, Hajatan & Hukum Ekonomi Syariah
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Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya.'

! Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.
218
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebuah agama yang di dalamnya berisikan hukum-
hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan di dalam Islam pun
tidak dapat dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan ada ketentuan-
ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amal tersebut.

Kalau dipelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-
Nya yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab hadits yang shahih,
dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup
manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang
bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak
berguna bagi hidup dan kehidupan.

Al-Qur’an telah menyebutkan dalam Surat Al-Bagarah ayat 177

sebagai berikut:

sl iy 24T 25 5 55 radly el s ety 5 of o
S Gl @b 2 B JW T ol oy K3y =Y
bsbsdls S Ty Sl 50T B 5 Ty L2 oy sy
88 ol Sl D G ey el s uptially LS 1) i

£ vy 5,420 24 Sy

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman

O 3\

! Mustofa, Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6



kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-
nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan
zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjaniji,
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan
dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.? (Q.S.
Al-Bagarah: 177)

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam
menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara
yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain
dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan
sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga
keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan
manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang
lain. Maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.>

Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten
Lampung Timur, ketika mengadakan hajatan seperti pernikahan, khitanan dan
syukuran, masyarakat akan mengundang kerabat keluarga untuk menghadiri
ke acara yang dilaksanakan shahibul hajat. Namun dalam kehadirannya para
tamu undangan ini tidak hanya hadir dengan tangan kosong, akan tetapi
biasanya dengan membawa amplok atau bahan makanan pokok. Tradisi ini

yang disebut oleh masyarakat desa Kedaton Satu dengan buwuhan atau

nyumbang.

2Q.S. Al-Bagarah: 177
® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 31



Berdasarkan data pra survey, sistem buwuhan® dalam hajatan di desa
Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur telah
berjalan lama dari zaman nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih
dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong menolong yang diwariskan. Buwuhan
adalah istilah masyarakat setempat untuk sumbangan yang dilakukan sebelum
hari pelaksanaan hajatan yaitu antara satu minggu sampai tiga hari sebelum
hari pelaksanaan. Pada umumnya, sumbangan ini diberikan kepada kerabat
dekat atau tetangga dengan jumlah nominal lebih besar dari kondangan.
Dalam buwuhan ini sumbangan yang diberikan berupa bahan-bahan pokok
seperti  beras, gula, minyak, kelapa dan Ilain-lain. Namun pada
perkembangannya menambahkan rokok dan uang tunai kedalam buwuhan
ini.”

Istilah buwuhan berbeda-beda di setiap wilayah dalam penyebutannya.
Ada yang mengatakan sumbangan, tumpangan, dan ada juga yang
menyebutnya buwuhan. Ketiganya adalah istilah yang diberikan oleh
masyarakat Jawa tentang pemberian saat ada orang mengadakan hajatan.
Untuk kata sumbangan biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai aktivitas
yang dilakukan ketika akan menghadiri kediaman orang mempunyai hajat
dengan membawa amplop berupa uang. Untuk kata tumpangan biasanya
digunakan pada nominal yang diberikan oleh tamu undangan yang kemudian
dicatat oleh pemilik hajat sebagai daftar tumpangan atau titipan yang nantinya

harus dikembalikan. Untuk kata buwuhan biasanya digunakan masyarakat atas

* Buwuhan adalah pemberian bantuan baik berupa barang atau uang kepada pihak yang
sedang menyelenggarakan hajat atau pesta.

® Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 Januari 2018



barang-barang bawaan yang biasanya diberikan oleh kerabat atau tetangga
dekat. Ketiganya memiliki maksud yang sama yakni pemberian yang di
dalamnya mengandung tradisi berupa harapan agar dikembalikan.®

Fenomena sumbang-menyumbang di atas ada suatu hal yang menarik
yaitu tentang adanya timbal balik atau dengan bahasa lain ada kewajiban
untuk mengembalikan, dimana orang yang telah menyumbang ke shahibul
hajat berhak menarik kembali apa yang disumbangkannya pada saat orang
tersebut punya hajat, hal tersebut bertentangan dengan semangat tolong
menolong.

Bagi masyarakat desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
tentu tidak asing dengan tradisi buwuhan. Tradisi buwuhan biasanya
dilakukan dengan membantu kerabat, tetangga, dan saudara yang sedang
mempunyai hajat, baik yang pertama kali menggelar hajatan maupun sudah
berkali-kali. Buwuhan ini selalu dinantikan oleh shahibul hajat karena
dipandang cukup membantu shahibul hajat dalam menggelar acara hajatan,
namun tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani oleh sistem buwuhan
pada saat mengembalikan sumbangan.’

Buwuhan bukan hanya melibatkan masyarakat yang status ekonominya
tinggi namun orang yang masuk dalam kategori tidak mampupun terlibat di
dalamnya, hal inilah yang menjadikan terjadinya ketidak seimbangan sosial
dimana masyarakat atau keluarga yang tidak mampu terbebani oleh kewajiban

untuk  mengembalikan sumbangan yang diterimanya pada saat

6 .
Ibid.,
" Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 Januari 2018



menyelenggarakan hajatan, ditambah ketika orang yang menyumbang tadi
menyelenggarakan hajatannya pada waktu yang sama karena tidak menutup
kemungkinan akan terjadi dalam satu waktu bisa dua sampai tiga orang yang
menggelar hajatan. Ketidak seimbangan sosial inilah yang merupakan pemicu
lahirnya konflik antar masyarakat setempat karena pengembalian sumbangan
tidak sesuai yang diharapkan.

Semula buwuhan sebagai sesuatu yang bernilai agung, wujud
solidaritas sosial masyarakat guna mengurangi beban warga yang sedang
hajatan. Ketika ada tetangga, rekan atau kerabat yang sedang punya hajat,
masyarakat sekitar secara sukarela membantunya, sehingga warga yang
melaksanakan hajatan tidak terlalu terbebani dalam modal. Akan tetapi yang
terjadi sekarang shahibul hajat mencatat apa saja sumbangan dari orang lain
yang datang ke rumahnya, ini bertujuan sebagai acuan besar sumbangan yang
akan dikembalikan jika seseorang yang menyumbang tadi suatu waktu
melaksanakan hajatan.?

Apabila melihat praktik yang terjadi di lapangan, konsep buwuhan
mulanya merupakan kegiatan tolong menolong secara sukarela antara kerabat
dan tetangga untuk orang yang memiliki hajat. Akan tetapi seiring berjalannya
waktu, buwuhan yang terjadi sekarang ini merupakan pemberian/hibah yang
bersifat sementara yang mengandung harapan untuk dikembalikan nantinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan
penelitian agar mengetahui sistem buwuhan dalam pelaksanaan hajatan,

dengan itu peneliti mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

® Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 Januari 2018



Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu

Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Buwuhan
dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari

Nuban Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
untuk memaparkan tinjauan hukum islam terhadap sistem buwuhan dalam
pelaksanaan hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoretis
Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum
Islam terutama terkait masalah Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan
Hajatan.
b. Secara Praktis
Diharapkan dapat berguna untuk masyarakat sebagai bahan informasi
bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui Sistem Buwuhan dalam

Pelaksanaan Hajatan perspektif hukum Islam.



D. Penelitian Relevan

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekuni oleh
kalangan cendikiawan, para pemikir, Mahasiswa, meminati penelitian secara
mendalam. Serta ingin mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Dalam
bentuk laporan penelitian, jurnal penelitian, serta berbentuk karya llmiah, dan
kemudian dipresentasikan dihadapan para pakar dalam bidang yang ditekuni.
Sehingga hasil tersebut benar-benar relevan.

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di
internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti
skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah
dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara
penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karna itu, peneliti berupaya
mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian
peneliti yang akan dikaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di
antaranya :

Petama, Prabhandani Sukandita, “Pola Perilaku Menyumbang Sebagai
Manifestasi Problem Eksistensial dalam Lingkungan Masyarakat Jawa”
Mahasiswa Fakultas llmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun
2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi responden dalam
pelaksanaan tradisi menyumbang dipengaruhi oleh adanya motif-motif
tertentu. Kegiatan menyumbang yang pada hakikatnya memiliki tujuan untuk

membantu meringankan beban orang lain, kini berubah maknanya sebagai



bantuan yang dilandasi oleh adanya keinginan untuk melakukan pertukaran
sosial, dengan pertimbangan bahwa suatu saat nanti si penyumbang juga akan
punya gawe. Dengan demikian, hal tersebut merupakan suatu keharusan untuk
mematuhi standar / aturan kelompok (konformitas); bukan standar ketentuan
mengenai pelaksanaan menyumbang sebagai bentuk penghormatan terhadap
tradisi, melainkan standar kelayakan mengenai sejumlah materi / uang yang
harus diberikan dengan keterpaksaan.’

Kedua, A. Imam Bukhori, “Tradisi Buwoh dalam Walimah Ditinjau
dari Mazhab Syafi’i (Studi Dusun Kalipatih Desa Sumbersuko Kecamatan
Gempol Kabupaten Pasuruan)” Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Maulana Malik lbrahim
Malang Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi buwoh yang
berkembang pada masyarakat Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko yaitu
mereka meminta kembali buwohan (sumbangan) yang telah ia berikan dengan
cara menegur orang yang buwoh (penyumbang) apabila terdapat kekurangan
dalam pengembaliannya. Adapun tinjauan mazhab Syafi’i tentang tradisi
tersebut adalah boleh, berdasarkan qoul sayyidina Umar yang diriwayatkan
oleh Imam Syafi’i “la (orang yang hibah) dapat mengambil kembali jika ia

tidak rela dengan apa yang ia hibahkan”, adapun dalam pengembalian hibah

° Prabhandani Sukandita, Pola Perilaku Menyumbang Sebagai Manifestasi Problem
Eksistensial dalam Lingkungan Masyarakat Jawa, (Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang, 2007)



sebagian Ulama Syafi’i berpendapat, wajib untuk mencukupi sebagaimana
adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.'®

Ketiga, Himbasu Madoko, “Makna Sumbangan Pada Acara
Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang
Kabupaten Sragen)”. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009. Penelitian menunjukkan
bahwa sumbangan pada acara pernikahan memiliki tiga arti penting dalam
kehidupan masyarakat Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang Sragen. Ketiga
arti penting tersebut adalah, dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan
melestarian pranata sosial yang telah ada dimasyarakat, dapat membantu
pembiayaan pihak yang sedang menyelenggarakan hajat sehingga pelaksanaan
acara pernikahan sesuai dengan adat istiadat setempat dapat tetap lestari, serta
dapat membentuk, memperkuat dan mempertahankan integritas masyarakat.
Dalam konteks masa kini masyarakat Desa Jati sering hanya memaknai sistem
sumbangan sebagai suatu kebiasaan masyarakat dan hanya melaksanakan
sistem sumbangan dalam rangka untuk memenuhi hubungan timbal baliknya
saja tanpa memahami tujuan/maksudnya. Hal ini berpotensi untuk menggeser
arti penting sistem sumbangan, atau paling tidak akan mengurangi kadar arti

penting dari sistem sumbangan yang telah ada."*

% A. Imam Bukhori, Tradisi Buwoh dalam Walimah Ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi
Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan), (Malang: Skripsi Jurusan Al-
Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)
Himbasu Madoko, Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi
Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen), (Surakarta: Skripsi Fakultas
Keguruan dan lImu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009)
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LANDASAN TEORI

A. Sistem Buwuhan
1. Pengertian Buwuhan

Kata buwuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang
atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagali
sumbangan suatu upacara atau pesta.' Sedangkan kata sumbangan berarti
pemberian sebagai bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya);
penyolok; bantuan; sokongan.?

Kata pemberian dalam Islam disebut hibah. Hibah menurut bahasa
adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta
maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar’i, hibah adalah
suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari
seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama
masih hidup.?

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 telah
dijelaskan mengenai pengertian hibah pada poin 9 bahwa hibah adalah
penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan

apa pun.* Sedangkan tentang pengertian hadiah pada poin 13 dijelaskan

! Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, (Jakarta: Balai Pustaka,
2008), h. 182

2 1bid., h. 1101

% Siah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Figh dan Perkembangannya di
Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 239

* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 9.
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bahwa hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan
kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.®

Menurut Geert dan Clifford sebagaimana dikutip oleh Adhitya dan
Grendi bahwa buwuh adalah jenis sumbangan uang yang khas dari para
tamu yang datang dalam hajatan pernikahan kepada tuan rumah karena
sudah menerima hidangan dan pelayanan dari tuan rumah. Dalam hajatan
pernikahan yang menjadi berbeda adalah sumbangan yang diberikan lebih
kompleks dalam berbagai wujud seperti uang, kado, dan barang-barang
lainnya.®

Menurut Isnaini Rahmat sebagaimana dikutip oleh Sunarto bahwa
tradisi atau budaya buwuhan sering diartikan sebagai pemberian bantuan
baik Dberupa barang atau uang kepada pihak yang sedang
menyelenggarakan hajat atau pesta.” Adapun bentuk sumbangan yang
berupa barang diantaranya adalah beras, gula, kentang, mie, roti, pisang,
kelapa, boncis, cabe, minyak kelapa dan lain sebagainya. Sumbangan yang
berupa barang tersebut biasanya berupa kebutuhan pokok yang dibawa
oleh kaum wanita di tambah dengan uang. Sedang lakilaki berupa uang

saja.

> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 13

® Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan
di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas
Ilmu Sosial UNY, tt.), h. 5

" Sunarto, Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi, (Ponorogo:
Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015), h. 369
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Konsep " tradisi nyumbang™ adalah konsep saling tukar pemberian
yang dilekatkan untuk masyarakat di pedesaan Jawa. Nyumbang dalam
istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja menyumbang atau
melakukan kegiatan memberi sumbangan. Dalam arti khusus, nyumbang
adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki hajatan/
selamatan  (perkawinan, khitanan/sunatan, kelahiran, dan lain
sebagainya).?

Awalnya sumbangan adalah bagian dari solidaritas secara kolektif
masyarakat desa bagi tetangga yang sedang memiliki acara atau hajatan
tertentu. Sumbangan biasanya diberikan dalam bentuk uang, beras,
barang-barang hasil bumi ataupun benda-benda yang berkenaan dengan
keperluan berumah tangga, selain itu sumbangan juga dapat berupa
pemberian bantuan tenaga.” Namun seiring dengan modernisasi dan
perubahan sosial, konsep sumbangan pun mulai mengalami perubahan dan
pergeseran. Sumbangan tidak lagi sebagai bagian dari solidaritas dan
bantuan yang bersifat financial bagi mereka yang memiliki hajat, tetapi
lebih dari itu ada makna yang bersifat simbolik yang berhubungan dengan

prinsip timbal balik yang dapat pula bermakna komersil.

® Soetji Lestari, et. al., Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di
Tengah Monetisasi Desa, (Purwokerto: Jurnal Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik, Vol. 25, No.
4,2012), h. 272

° Nuraini Dewi Masithoh, et. al., Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi
Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan, (Surakarta: Jurnal Analisa
Sosiologi, Vol. 2, No. 1, 2013), h. 82
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Buwuhan adalah tradisi mbecek dan rewang yang dilaksanakan saat
hajatan pernikahan maupun sunatan.’® Buwuhan atau Nyumbang adalah
suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang yang
mempunyai acara hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau
uang.'! Saudara dekat membawa bahan pangan dan uang, terjadi
pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki
membantu memasang hiasan yang biasa disebut tarub sedangkan
perempuan membantu di bagian dapur untuk memasak jamuan dalam
suatu hajatan

Tradisi mbecek atau buwuhan ini pada awalnya adalah merupakan
implementasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang
agamis dan kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dan
membutuhkan bantuan orang lain. Budaya mbecek atau buwuhan ini
adalah bagian dari nilai-nilai gotong-royong atau tolong-menolong dalam

kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Buwuhan
Mengenai buwuhan atau pemberian, terdapat dalil-dalil yang bisa
dijadikan sebagai landasan hukum, di antaranya:
a. Al-Qur’an
Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan mengenai dalil tentang pemberian

dalam Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

19 yunita Nurmayanti, Perubahan Ruang Berbasis Tradisi Rumah Jawa Panaragan di
Desa Kaponan, (Kota Batu: Jurnal Langgkau Betang, Vol. 4, No. 1, 2017), h. 33
1 Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi., h. 3
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Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Mengenai ayat di atas telah dijelaskan dalam Tafsir Jalalain
sebagai berikut:

...(Bertolong-tolonglah  kamu  dalam  kebaikan) dalam
mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan
meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu
bertolong-tolongan) pada ta aawanu dibuang salah satu di antara
dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan
pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan
bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab
siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya."

Selanjutnya dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 177 juga

dijelaskan sebagai berikut:

ﬂsu,:}g\ugjuﬂbdﬁmy o\ﬂ\w.j
L;;i’ﬂ Lﬁ;; e ;Le Jah s Mb g»\s,ﬁe &Mb ﬁfw ¢5—:3\3
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12 Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.
218

B3 Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, Tafsir
Jalalain, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010)
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Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat
itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu
ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-
malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan
orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan)
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji,
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan
dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang
benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang
bertakwa.'

Mengenai ayat di atas, Ibnu Kasir menafsirkannya dalam
tafsirnya sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah SWT setelah memerintahkan kepada
orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap kea rah
Baitul Maqdis, lalu Allah memalingkan mereka kea rah Ka’bah,
maka hal tersebut terasa berat oleh segolongan orang-orang dari
kalangan Ahli Kitab dan sebagian kaum muslim. Maka Allah
SWT menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung di dalam
hal tersebut. Yang intinya bahwa tujuan utama dari hal tersebut
tiada lain adalah taat kepada Allah dan mengerjakan perintah-
perintah-Nya dengan patuh, serta menghadap kea rah mana yang
dikngndaki-Nya dan mengikuti apa yang telah disyariatkan-
Nya.

b. Hadits

Hadis dari Zaid Ibn Aslam:

%

P
@e
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% Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 12.
1> Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir lbnu Kasir, Juz 2, ter;.
Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 114-115
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Artinya: “Umar bin Khaththab berkata, ‘Aku telah memberikan seekor
kuda lama untuk tujuan Sabilillah, kemudian pemiliknya
menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya
dengan harga yang murah. Kemudian aku tanyakan kepada
Rasulullah SAW, tentang hal tersebut.’ Beliau bersabda,
Janganlah kamu jual itu dan jangan kamu tarik kembali
sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya

ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya’.”16 (H.R.
Muslim)

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.:

¥y S y’t”\ B Al &5 6 .(.upi%ﬁ\s};?;&i%\&ﬁ

(sl olgyy ELA 6187 31 615 )
Artinya: “Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW, telah bersabda:

‘Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti
saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong
kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima <.”*’
(H.R. Bukhari)
c. Ijma’
Ijma’ telah terjadi bahwa boleh seseorang untuk memberikan hibah
kepada selain anaknya, jika dia boleh mengeluarkan semua anaknya
dari pemberian itu sehingga mereka tidak mendapatkan bagian, maka

boleh baginya untuk memberikan sebagian anaknya dari sebagian yang

lain. 18

16 Sjah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah., h. 241

17 Siah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah., h. 241

8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Figh Islam,
(Jakarta: Amzah, 2017), h. 441-442
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d. Qiyas
Ibnu Hajar mengatakan pendapat pada ijma’ di atas tidak samar sisi
lemahnya sebab ini adalah giyas bersama nash, Asy-Syaukani menilai

bahwa persamaan adalah wajib dan pembedaan adalah haram.®

3. Prinsip-prinsip Buwuhan
Aktivitas sumbangan dibedakan menjadi dua di antaranya:

1) Yang berkaitan dengan sumbangan pada saat “suka” seperti kelahiran,
supitan, dan perkawinan. Penggunaan kata “suka” telah menunjukkan
bahwa kegiatan ini berkaitan dengan saat-saat yang penuh dengan
kegembiraan. Tolong menolong berupa barang dan uang untuk
kegiatan yang berkaitan dengan “suka” disebut sumbangan.

2) Sumbangan yang bersifat duka, terutama untuk kematian, sakit, dan
bencana alam. Kegiatan yang berkaitan dengan saat duka disebut
tetulung layat.®

Prinsip-prinsip dalam sistem buwuhan atau sumbang menyumbang
di antaranya:

a. Model nyalap-nyaur (memberi-mengembalikan) yang diwujudkan
dengan pemberian in-natura dalam status ndekek, dan numpangi
(menempatkan, dan menimbun).

b. Sebagai kelanjutan masa ndekek dan numpangi adalah pola buwuh
(menyumbang), biasanya pemberian sumbangan dalam bentuk uang.
Pada proses ndekek dan numpangi ini berpedoman pada prinsip
nyalap-nyaur (memberi-mengembalikan) dengan konsep gentian
(bergilir) atau saling pengertian, tolong] menolong, tukar menukar,
timbal balik (mutuality atau reciprocity).”*

9 1bid., h. 442

% pande Made Kutanegara, Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan
Jawa, (Jurnal Populasi, VVol. 13, No. 2, 2002), h. 46

21 Wisma Nugraha Christianto Rich, Nyalap Nyaur: Model Tatakelola Pergelaran Wayang
Jekdong dalam Hajatan Tradisi Jawatimuran, (Yogyakarta: Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu
Budaya UGM, Vol. 24, No. 2, 2012), h. 179
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Menurut Prasetyo, seperti yang dikutip oleh Adhitya dan Grendi
bahwa dalam sumbangan terdapat prinsip resiprositas yang mempunyai 3
(tiga) bentuk yaitu:

a. Pertama bentuk sumbangan yang berupa pemberian sukarela atau tidak
mengaharap pengembalian ditandai dengan tidak dicatat oleh tuan
rumah atau sang penyumbang.

b. Yang kedua bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang
dan harus dikembalikan oleh sang penerima (balanced reciprocity)
cirinya adalah sumbangan dicatat di dalam buku baik oleh pemberi
maupun penerima.

c. Bentuk yang ketiga yaitu sumbangan yang diwadahi dalam bentuk
arisan.

Joko Tri Haryanto menjelaskan mengenai prinsip sumbangan
dalam suatu hajatan sebagai berikut:

Kegiatan warga yang merupakan kepentingan pribadi, seperti
hajatan, membangun atau memperbaiki rumah juga saling bantu
atau gentenan. Istilah gentenan, secara umum menunjukkan saling
berbagi bantuan, yakni seseorang yang akan menyelenggaraan
hajatan atau suatu pekerjaan akan mengundang orang lain untuk
membantu. Bantuan tersebut dapat disebutkan bentuk bantuannya,
apakah tenaga, uang atau barang. Pada saat orang yang membangtu
tersebut memiliki hajatan atau pekerjaan, maka tetangga yang
tadinya telah dibantu akan gentenan (kebalikannya) membantu
dengan bentuk yang serupa dari apa yang telah diterimanya, dan
ditambah lagi dengan bentuk lain, sehingga nantinya harus diganti
lagi, demikian seterusnya.’

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa dalam tradisi buwuhan
terdapat beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip
tersebut pada tiap-tiap daerah berbeda-beda. Sistem buwuhan yang
diterapkan dalam suatu daerah pun juga berbeda tergantung bagaimana

warisan dari nenek moyangnya.

22 Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang., h. 7

2% Joko Tri Haryanto, Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas
Tengger Malang Jatim, (Malang: Jurnal Analisa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Semarang, Vol. 21, No. 02, 2014), h. 208
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4. Nilai Sosial dalam Sistem Buwuhan

Aktivitas sumbang-menyumbang muncul ketika manusia memiliki
keterbatasan untuk menopang beban yang mereka rasakan. Oleh karena
itu, mereka memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain. Demikian
juga halnya ketika mereka mengadakan upacara pernikahan yang
umumnya menghabiskan biaya yang besar dengan beban pekerjaan yang
besar pula.

Menurut Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip oleh Soetji dkk.,
bahwa kegiatan nyumbang secara garis besar dibedakan dalam dua
klasifikasi, yakni kegiatan suka dan kegiatan/ peristiwa duka. Semua
kegiatan/peristiwa ini umumnya menyangkut semua siklus kehidupan,
menikah, hamil, melahirkan, sunatan, kematian serta rangkaian ritual yang
menyertai peristiwa-peristiwa tersebut. Ritual-ritual seputar siklus
kehidupan ini ditandai dengan aktivitas sumbang-menyumbang yang pada
dasarnya dilandaskan pada tujuan untuksaling tolong menolong dan
bergotong royong sebagai prinsip dasar resiprositas.**

Budaya buwuhan atau mbecek di samping sebagai upaya gotong
royong dan tolong menolong antar sesama masyarakat, juga berfungsi
sebagai sarana investasi atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat kita
ambil kembali.”

Kata buwuhan mempunyai makna gentian yang maksudnya adalah

meminta kesediaan lingkungan untuk memberi izin akan adanya

2% Soetji Lestari, et. al., Potret Resiprositas., h. 273
% Sunarto, Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama., h. 372
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keramaian, saling membantu menyiapkan segala keperluan acara ritual
dan hiburan yang akan didatangi orang banyak, dan sebagainya. Tindakan
gentian diwujudkan dengan sumbangan berupa beras, gula, minyak
goreng, telur, dan bahan lauk-pauk.?®

Menurut Chris dari Bourdieu, seperti yang dikutip oleh Eureka
bahwa nilai sosial dan budaya sumbangan bersifat saling bergantian.
Apabila dikehendaki bersama, nilai buwuhan atau sumbangan, dapat
dilipatgandakan lebih besar daripada konvensi komunitas. Sumbangan
yang lebih besar status nilainya numpangi (menumpuk) sehingga pihak
penerima berstatus ketumpangan (tertumpuk). Bagi yang ketumpangan
kelak wajib mengembalikan seukuran yang telah diterimanya.?’

Pande menjelaskan mengenai sumbangan yang saat ini terdapat
pergantian jenis sumbangan sebagai berikut:

Penggantian bentuk sumbangan dari beras ke uang dapat dilihat

dalam berbagai dimensi. Pertama, hal itu dapat dilihat sebagai

tanda semakin intensifnya penetrasi ekonomi uang ke pedesaan

Jawa. Konsekuensinya adalah kedekatan hubungan dapat diketahui

dari besar kecilnya uang yang disumbangkan. Berbeda halnya

dengan ketika sumbangan masih dalam bentuk barang dan bahan

makanan, kedekatan hubungan tidak diukur dari sedikit banyaknya

barang yang disumbangkan, tetapi lebih kepada keterlibatan orang

dalam suatu hajatan.”®

Pada saat hajatan mulai dilangsungkan, para tetangga, sanak-

saudara, serta kenalan-kenalan yang diundang berdatangan untuk memberi

sumbangan yang disebut buwuh. Wujud buwuhan berupa uang kontan

26 Wisma Nugraha Christianto Rich, Nyalap Nyaur., h. 179

2" Eureka, Nyalap-Nyaur Sebagai Pelestarian Jekdong, (Yogyakarta: Balkon, Edisi 141,
2013), h. 27

%% pande Made Kutanegara, Peran dan Makna., h. 48
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yang tidak ditentukan besar kecilnya, sesuai dengan kemampuan
penyumbang. Peristiwa buwuhan ini menggambarkan seberapa luas
jaringan relasi sosial pemangku hajatan, serta seberapa kuat posisi
sosialnya.

Pola sumbangan yang berupa modal ekonomi atau pun modal
sosial dalam tradisi berhajatan tersebut tumbuh sebagai rutinitas individu
dan komunitas. Praktik nyalap-nyaur yang dilakukan masyarakat secara
bergantian tidak memperhitungkan untung dan rugi, tetapi bersifat
kekeluargaan. Akhirnya, tradisi gotong-royong menjadi cerminan
kehidupan sehari-hari mereka. Jika anggota masyarakat tengah
memerlukan bantuan, seperti menggelar hajatan, anggota yang lain merasa
terpanggil untuk memberikan bantuan.?

Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam suatu tradisi buwuhan
terkandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi interaksi dalam
masyarakat. Di antara nilai-nilan yang terkandung dalam tradisi buwuhan
yaitu saling tolong menolong antara si pemberi sumbangan dengan si
empunya hajat. Selain itu buwuhan mempunyai nilai sebagai investasi
bagi si pemberi sumbangan yang nantinya bisa diambil manfaatnya
kembali.

Nilai Agama dalam Sistem Buwuhan
Agama dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang

multikultural memiliki wajah paradoks. Pada satu waktu agama

%% Eureka, Nyalap-Nyaur., h. 27
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memproklamirkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan dan
persaudaraan, namun pada waktu yang lain agama juga menampakkan
dirinya sebagai sesuatu yang dianggap garang dan menyebar konflik.*

Ditinjau dari ajaran agama, budaya mbecek adalah bentuk dari
ta’awun atau sikap saling tolong menolong antar sesama manusia dalam
melaksanakan suatu kebaikan, misalnya acara walimah, Kkhitanan,
mendirikan rumah dan lain-lain. Hal tersebut dilaksanakan dengan penuh
keikhlasan dan merupakan bagian dari amal sholeh, yang dilaksanakan
sebagai bukti keimanan pada Allah (Tauhid kepada Allah).*! Perilaku
ta’awun itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah
SWT.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem buwuhan
jika ditinjau dari segi agama mengandung unsur ta’awun atau tolong
menolong. Yang mana tujuan dari fa’awun tersebut semata-mata

dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

B. Prinsip Ta’awun dalam Muamalah
Tolong menolong dalam bahasa Arabnya adalah Ta’awun. Sedangkan
menurut istilah, pengertian Ta’awun adalah sifat tolong menolong di antara
sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong

menolong merupakan kewajiban muslim. Sudah semestiya konsep tolong

% Joko Tri Haryanto, “Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komunitas
Tengger Malang Jatim”, dalam Jurnal Analisa, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Semarang, Vol. 21, No. 02, 2014, h. 202

%! Sunarto, “Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial, dan Ekonomi di Kabupaten
Ponorogo”, dalam Prosiding Hasil Penelitian & PPM, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, h.
375
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menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong
menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak

diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan.®

Ta’awun adalah tolong menolong. Salah satu perwujudan akhlak terpuji

yang diperintahkan Allah SWT. melalui firman-Nya.** Di dalam Al-Qur’an

surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan:

Evp... oalis Ay e s 5 adis 2 e T

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.... (Q.S. Al-Maidah: 2)

Ayat ini dimansukh oleh ayat Bara’ah (dan apabila kamu telah selesai)
dari ihram (maka perintahlah berburu) perintah disini berarti ibadah
atau memperbolehkan (dan sekali-kali jangan lah kamu terdorong oleh
kebencian) dibaca syana-anuatau syan-anu berarti kebencian atau
kemarahan (kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi
kamu dari Masjidil haram, untuk berbuat aniaya) kepada mereka
dengan pembunuhan dan sebagainnya (saling tolong menolonglah kamu
dalam kebajikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan)
dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu
saling tolong menolong) pada ta’awanu dibuang salah satu diantara dua
ta pada asalnya (dalam-berbuat-dosa) atau maksiat (dan pelanggaran)
artiya melampaui batas-batas ajaran Allah (dan bertakwalah kamu
kepada Allah) takutlah kamu kepada adzab siksanya dengan mentaati-
Nya (sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya) bagi yang
menentangknya.**

336.

%2 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, him. 1328.
¥ Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), him.

* Imam Jalaluddin Al Mahalli, Tafsir Jallalain, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009),

him. 425-426.
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Cindy dan Komarudin mengatakan mengenai tolong menolong

hendaknya:
1. Hendaknya saling melindungi dan bersatu dengan orang-orang
disekitar.
2. Saling membantu dan menjalankan i’tikaad yang baik kepada sesama
manusia.

w

Selalu bersosialisasi dengan orang disekitar.
4. Dapat menumbuhkan rasa empati dalam diri agar dapat bekerjasama
dengan sesama manusia.*®
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu
kehidupan seseorang harus saling tolong menolong satu dengan yang lainnya.
Prinsip tolong-menolong dalam kehidupan tersebut ada empat yakni saling

melindungi, saling membantu dan beritikad baik, bersosialisasi, dan

menumbuhkan empati dalam diri.

C. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan
yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu
masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika
dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan
pelanggaran.®®

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang
dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

% Cindy Anis Julyana dan Komarudin, Ayat tentang Tolong Menolong dan Kerjasama,
Metro: Makalah Fakultas Tarbiyah IAIM NU Metro Lampung Tahun 2018.

% C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), h. 31
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kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip
syariah.*’

Sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Qur’an.
al-Hadist, ijma’ Ulama dan ljtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar
pada magashid syari‘ah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam
mekanisme penalaran hukum Islam.*®

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang
digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang
merupakan pelaksanaan figh dibidang ekonomi oleh masyarakat.
Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk
mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah
sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi
Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam
masyarakat.*

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang
mangatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan dan kehidupan perekonomian.*

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa

hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur

%7 pusat Pengakajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum., hal. 3

% Erina Pane, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan Hukum Islam, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung,
Vol. 2, No. 1, 2017), h. 64

% Eka Dina Armanita, “Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah”, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro
tahun 2017), h. 37

0 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), h. 6.
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transaksi muamalah umat manusia sesuai dengan hukum Islam yang

bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi.

Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan
transaksi muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur*“an dan hadis.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa
ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi Subjek Hukum dan
Amwal serta akad-akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam
bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seseorang
dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam
hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau
pernah menikah.**

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diprediksi bahwa ruang
lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktifitas transaksi
muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baik dari segi subjek, objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya.

. Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah
Erine Pane berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar
hukum ekonomi Islam yaitu:

a. Al-Iman atau ekonomi ketuhanan dimana agidah merupakan dasar
pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim

! Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).
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dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan
menemukan ruang lingkup agidah yang dipercayainya.

b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus
membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari
Allah dan manusia berhak memiliki atau rnenggunakan harta sesuai
dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi
utama untuk pengembangan dan produksi.

c. Dasar keadilan dan keseimbangan (equiblirium), dimana keadilan
merupakan isi pokok dari magashid syari'ah sedangkan
keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan
materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (al-
fard) dan publik ("am), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan
dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian
harta.*?

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan
Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi
syari’ah adalah:

1. Keadilan
Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan
jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar
kontrak yang adil.

2. Menghindari kegiatan yang merusak
Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang
dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk
proses pembuatan produk tersebut.

3. Kemaslahatan Umat
Berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan
dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.*®

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktek perdagangan
mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang
merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai

dengan pandangan hukum ekonomi syari’ah yang benar.

*2 Erina Pane, Perlindungan Konsumen., h. 65
3 Buchari Alma & Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan
Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84
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Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu praktik muamalah
hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan
sebesar-besarnya. Keuntungan dalam bermuamalah memang sebenarnya
tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan di dalam
masyarakat juga perlu diperhatikan. Walau demikian, sangat dianjurkan
bagi setiap muslim, untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam
setiap praktik muamalah. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang muslim
memanfaatkan kelemahan dan keadaan saudaranya guna mengeruk
keuntungan sebesar-besarnya dari praktik muamalah tersebut. Hendaknya
seorang muslim senantiasa memperhatikan hak-hak sesama umat Islam.

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar
ekonomi syari’ah ada lima yaitu:

Kebebasan individu

Hak terhadap harta

Jaminan sosial

Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan

kekayaan
5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.**

el N

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam
melaksanakan praktik muamalah yang berpatok pada prinsip-prinsip
tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial,
larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti
proses muamalah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip

ekonomi Islam.

* Buchari Alma & Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah., hal. 81-84
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus
secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang
yang dipermasalahkan”.’ Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Desa
Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

berkaitan dengan sistem Buwuhan dalam pelaksanaan Hajatan.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, maka skripsi ini
bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitik beratkan pada segi sistem
Buwuhan dalam pelaksanaan Hajatan dalam perspektif hukum Islam.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan,
yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.2

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di
dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

'S, Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 9
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h. 3
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bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.® Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah
penelitian yang berusaha mengukap keadaan alamiah secara holistik.
Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka
peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang Sistem Buwuhan dalam
pelaksanaan Hajatan untuk kemudian dikaji berdasarkan teori hukum

Islam.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan
suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan
informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data

diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung
memberikan data kepada pengumpul data®. Objek penelitian digunakan
oleh peneliti sebagai sumber data primer. Adapun dalam menentukan
sampel sampel peneliti menggunakan teknik purpossive sampling.
Purpossive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian

kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.’

¥ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011),
h. 244

* Ibid., h. 225

> Gerry Tri V.H., Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian, dalam
googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017
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Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yang
memberi informasi kepada peneliti mengenai sistem buwuhan dalam
pelaksanaan hajatan ditinjau dari Hukum Islam yang dalam hal ini adalah
KH. Imam Syafi’i selaku tokoh agama, Bapak Musthofa selaku tokoh

masyarakat, Bapak Ponijan selaku tokoh adat dan beberapa warga.

. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah ‘“sumber data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-
lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat
memperkaya data primer”.° Sumber data sekunder merupakan sumber data
yang ada dalam pustaka-pustaka.’

“Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau
lewat dokumen”.?

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara . Sumber
data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang
sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa

sumber sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau

® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., h. 22
3. Margono, Metodologi Penelitian., h. 23
& Sugiyono, Metode Penelitian...., h. 225
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penunjang dalam suatu penelitian yang dapat berupa buku-buku,
dokumen atau majalah ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan
skripsi ini.

Adapun buku-buku yang peneliti gunakan untuk memperoleh data
yang diperlukan adalah buku-buku yang menjelaskan tentang sistem

buwuhan dalam pelaksanaan hajatan ditinjau dari Hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan
data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai
cara”.’?

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan,
maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (Interview)

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara
terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka

% Ibid., h. 137
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antara pencari informasi  (interviewer) dan sumber informasi
(interviewee)”.*°
Hal ini dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut :

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan
jumlah respondennya sedikit/kecil."**

Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu;
Interview terpimpin, interwiew tidak terpimpin dan interview bebas
terpimpin. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin
yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.'?
Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan
mengenai sistem Buwuhan dalam pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton
Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Data yang
diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada
narasumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga
peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber.
Untuk hal ini yang akan diwawancarai di antaranya KH. Imam Syafi’i

selaku tokoh agama, Bapak Musthofa selaku tokoh masyarakat, Bapak

Ponijan selaku tokoh adat dan beberapa warga.

10's. Margono, Metodologi Penelitian., h. 165
1 sugiyono, Metode Penelitian., h. 137
12 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian., h. 199
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2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah motode untuk mencari data mengenai
hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan
sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang
sistem Buwuhan dalam pelaksanaan Hajatan dilihat dari sudut pandang
hukum Islam.

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari
data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.*®

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut di atas, maka peneliti
dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan
dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku,
majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam
penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang
sistem buwuhan dalam pelaksanaan hajatan ditinjau menurut hukum

Islam.

D. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-
lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain.**

3 1bid., h. 201
4 Sugiyono, Metode Penelitian., h. 244.
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Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data
dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan
maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat
ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode
berfikir induktif, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya
dikembangkan menjadi hipotesis.® Berdasarkan data-data mengenai Sistem
Buwuhan dalam pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan
Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang sifatnya khusus,

dianalisis menggunakan teori Hukum Islam.

% 1pid., h. 245



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur

Desa Kedaton | merupakan salah satu Desa Pemekaran dari Desa
Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban yang mulai berdiri sendiri pada
tanggal 14 Juli 1986, dan oleh beberapa tokoh masyarakat, akhirnya Desa
Kedaton | dapat berdiri sendiri sebagai desa Definitif, berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Lampung tanggal 14 Juli 1986.
Desa Kedaton I terdiri dari 6 (enam) Dusun dan 25 (dua puluh lima)
RT yang mata pencaharian penduduk adalah mayoritas Petani dan terdiri
dari beberapa suku antara lain Jawa 99 %, Sunda 0,5 % dan Suku Asli 0,5
%. Hasil utama desa Kedaton | adalah Singkong, padi dan jagung.*
Adapun batas-batas desa Kedaton | meliputi
a. Sebelah Utara berbatasan dengan : desa Rejo Asri Kec. Sep.Raman
Kab. Lam-Teng

b. Sebelah Timur berbatasan dengan: desa Kedaton Kec. Batanghari
Nuban

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan: desa Kedaton Kec. Batanghari

Nuban

! Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018
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d. Sebelah Barat berbatasan dengan : desa Tulung Balak Kec. Batanghari
Nuban
Berikut ini nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa

Kedaton | Kecamatan Batanghari Nuban:?

No Nama Periode Keterangan

1 | Wagimin 1986 s/d 1993 Pj. Kepala Desa
2 | Paiman 1993 s/d 1994 Definitive

3 | Sunariono 1994 s/d 2001 Definitive

4 | Suradi 2001 Plh. Kepala Desa
5 | Poniran 2001 s/d 2011 Definitive

6 | Paisal Bari 2011 s/d sekarang Definitive

2. Visi dan Misi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur

a. Visi
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kedaton
Satu saat ini, dan terkait akan kemajuan desa untuk selanjutnya maka
kami Warga Desa Kedaton Satu bersama untuk mewujudkan sebagai
berikut;
“Terwujudnya Desa yang Dinamis, Amanah, Mandiri untuk
993

mencapai masyarakat yang Religius, Kreatif dan sejahtera.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

2 Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018

® Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018
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Desa yang Dinamis mengandung pengertian bahwa masyarakat
Desa Kedaton Satu mampu mewujudkan Pembangunan penuh
semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah
menyesuaikan diri.

Desa yang Amanah mengandung pengertian bahwa masyarakat
Desa Kedaton Satu mampu berperilaku jujur dan dapat
mempertanggungjawabkan kepercayaan yang merupakan unsur
penting dalam mempertahankan dan melestarikan kehidupan.

Desa yang Mandiri mengandung pengertian bahwa masyarakat
Desa Kedaton Satu mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan
sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan
mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis
pada keunggulan lokal.

Masyarakat yang Religius adalah masyarakat yang mampu
menguasai serta menerapkan nilai — nilai agama serta dapat mengatasi
setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan
kehidupan pada umumnya.

Sedangkan yang dimaksud masyarakat yang kreatif adalah
masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) sehingga dapat mengelola atau memanfaatkan potensi
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam secara cepat dan tepat guna

dan optimal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
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Yang dimaksud masyarakat yang sejahtera adalah bahwa diupayakan
agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan
batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa
aman dan tentram).*
b. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis Desa secara
berkesinambungan yang mendukung perekonomian desa
berdasarkan skala prioritas.

2) Meningkatkan Pembangunan perekonomian masyarakat berdasar
potensi Sumber daya lokal.

3) Meningkatkan pembangunan di bidang IImu pengetahuan untuk
mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar
memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.

4) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin
tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian,
home industri, Usaha Mikro Kecil dan menengah serta pariwisata;

5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi,

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

* Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018
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6) Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Desa dan
Lembaga Desa

7) Meningkatkan pelestarian Lingkungan hidup, sumberdaya alam
dan Kerukunan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

untuk meningkatkan perekonomian.”

3. Keadaan Penduduk
a. Data Penduduk Berdasarkan Usia
Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari

Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan usia adalah sebagai
berikut:
1) Usia 0 -5 tahun 142 jiwa
2) Usia 6 —10 tahun : 51 jiwa
3) Usiall-15tahun :76 jiwa
4) Usia 16 — 20 tahun  : 184 jiwa
5) Usia 21 —30tahun :450 jiwa
6) Usia 31 —40tahun : 587 jika
7) Usia 41 -50tahun  : 365 jiwa
8) Usia 51 —60tahun : 468 jiwa
9) Usia61—70tahun : 254 jiwa

10) Usia 70 tahun - < : 53 jiwa.’

> Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018

® Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018
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Uraian di atas dapat dilihat pada grafik berikut:

70 - <: 53 jiwa 0 - 5: 42 jiwa
61 - 70: 254 jiwa /’\ f\ 6 - 10: 51 jiwa

11 - 15: 76 jiw

I"\ 16 - 20: 184 ji

21 - 30: 450 jir
41 - 50: 365 jiwa \

b. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

- 60: 468 jiwa ——_

31 - 40: 587 jiwa

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan pekerjaan adalah
sebagai berikut:

1) PNS 1 241 jiwa
2) Petani : 1.821 jiwa
3) Wiraswasta : 75 jiwa
4) Buruh : 165 jiwa
5) Lainnya : 203 jiwa.’
Penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan pada grafik sebagai

berikut:

" Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018
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Lainnya: 203 jiwa \ PNS: 241 jiwa

Buruh: 165 jiwa

Wiraswasta: 75 jiwa

\
\

Petani: 1821 jiwa

c. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari

Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan pendidikan adalah

sebagai berikut:

1) Sarjana S2

2) Sarjana S1

3) SMA Sederajat
4) SMP Sederajat
5) SD Sederajat

6) Belum Sekolah

.6 jiwa

- 49 jiwa

: 802 jiwa
1 654 jiwa
. 265 jiwa

: 189 jiwa.?

® Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung

Timur Tahun 2018



43

Penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan pada grafik sebagai

berikut:
n Sekolah: 189 jiwa \ Sarjana s2: 6 jiwa

[ Sarjana S1: 49 jiwa

at: 265 jiwa \ "
" SMA Sederajat: {

rrajat: 654 jiwa

d. Data Penduduk Berdasarkan Agama
Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari

Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan agama adalah sebagai

berikut:

1) Kiristen Protestan - 10 jiwa

2) lIslam . 2.546 jiwa
3) Budha - 15 jiwa
4) Hindu 11 jiwa
5) Kristen Katolik : 89 jiwa.?

Keterangan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Kristen Katolik: 89 jiwa \ Kristen Protestan: 10 jiwa

\

Hindu: 11 jiwa

Budha: 15 jiwa

\

® Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018

Islam: 2546 jiwa
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e. Data Penduduk Berdasarkan Ekonomi
Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan ekonomi adalah

sebagai berikut:

1) Sangat kaya ;6 jiwa

2) Kaya : 18 jiwa

3) Mampu - 10 jiwa

4) Kurang mampu . 268 jiwa

5) Miskin : 146 jiwa

6) Sangat miskin 112 jiwa.'?

Sangat Miskin: 12 jiwa Sangat kaya: 6 jiwa
Miskin: 146 jiwa [ Kaya: 18 ji
ng Mampu: 268 jiwa ’

Mampu: 1

f. Data Penduduk Berdasarkan Bantuan
Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan bantuan adalah
sebagai berikut:
1) BLT - 400 jiwa

2) Raskin : 230 jiwa

10 Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018
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3) Kesmas : 340 jiwa. "

Keterangan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

a

B. Pelaksanaan Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa
Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur

KESMAS: 340 jiwa
BLT: 400

RASKIN: 230 jiwa

Sebagian masyarakat telah terbangun suatu tradisi yang menarik saat
penyelenggarakan hajatan seperti walimahan, kelahiran, khitanan atau yang
lain, yaitu adanya nyumbang. Demikian juga di Desa Kedaton I
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Penyumbang
adalah para tamu undangan, handai taulan, tetangga, kerabat yang diundang
dan memiliki kedekatan emosional dengan pemilik hajat. Biasanya mereka
menghadiri undangan tersebut dengan membawa sesuatu baik berupa barang
atau uang untuk diberikan kepada pemilik hajat.

Transaksi nyumbang dalam praktik nyumbang di Desa Kedaton |
dilakukan dengan perbuatan atau bisa juga dengan lisan, namun lebih sering
dengan perbuatan dimana penyumbang meletakkan barang yang dibawa di
depan seseorang yang diberi tugas menerima tamu, terkadang juga dilakukan

dengan memasukkan ke tempat yang telah disediakan. Dari praktik ini

! Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2018
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memang tidak ditemukan pernyataan yang jelas bahwa penyumbang
memberikan barang atau uang tersebut kepada pemilik hajat, sehingga bisa
dikatakan akad yang terjadi sedikit samar.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa transaksi akad
dalam praktik buwuh atau nyumbang di Desa Kedaton | terletak pada cara
yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu dengan meletakkan barang yang
dibawa begitu saja di tempat yang telah disediakan, atau memberikan secara
langsung kepada pemilik hajatan atau juga bisa dengan memasukkan ke
kotak yang biasa ada di dekat pintu masuk.

Desa Kedaton I, dalam pelaksanaan praktik buwuh atau nyumbang
juga memiliki istilah tumpangan yaitu nyumbang tetapi ada implikasi
keharusan mengembalikan meski tidak ada perjanjian langsung antara kedua
pihak. Apabila tidak dikembalikan maka akan ada sanksi sosial yang
dikenakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu
Karsinah:

Tumpangan yaitu nyumbang tapi harus dikembalikan meski tidak ada
perjanjian langsung antara yang menyumbang dengan orang yang
mempunyai hajat. Tapi kalau disini dirasani jika tidak mau
mbalikne. Padahal disini hampir semua hajatan mesti ada yang
nyumbang seperti mendirikan rumabh, tiga bulanan bayi, piton-piton,
pernikahan, slametan orang meninggal, dan lain-lain. Jika tidak
nyumbang mesti dirasani.*?

Meskipun praktik buwuhan yang terjadi di Desa Kedaton | hampir

sama dengan daerah-daerah lain, akan tetapi tentu sedikit banyak memiliki

perbedaan entah itu terletak pada sistemnya maupun istilah-istilah yang

12 Hasil wawancara dengan lbu Karsinah, Warga Desa Kedaton | Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 Desember 2018
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ada. Seperti adanya istilah tumpangan dalam praktik nyumbang, dimana
istilah tumpangan ini diyakini masyarakat Desa Kedaton 1 memiliki
implikasi hutang meskipun Desa Kedaton | kaya akan tokoh-tokoh
keagamaan.

Tidak hanya keberadaan istilah tumpangan dalam praktik nyumbang
saja yang diyakini hutang sehingga menjadikan tempat ini menarik diteliti.
Pencatatan barang-barang sumbangan oleh penyumbang sebelum diserahkan
kepada orang yang memiliki hajat juga kerap terjadi di Desa Kedaton I.
Hal ini menurut bu Siti mengurangi bahkan menghilangkan esensi ikhlas
dari tujuan keberadaan nyumbang dalam hajatan sehingga wajar saja
masyarakat meyakininya sebagai hutang. Seperti yang dijelaskan oleh beliau
sendiri, bahwa:

Adanya nyumbang dalam hajatan ini seharusnya dijadikan media untuk
menjalin kekeluargaan. Sehingga harusnya dilakukan secara tulus
ikhlas. Hal-hal seperti tumpangan ini membuat saya terkadang harus
berhutang ke orang lain untuk bisa mengembalikan tumpangan tadi.
Tentu ini membuat kami terbebani. Ada juga warga yang mencatat apa
yang dibawa ketika nyumbang sebelum ia memberikan ke pemilik
hajat. Jadi disini yang mencatat tidak hanya pemilik hajat tapi kadang
penyumbang juga mencatatnya. Tujuannya untuk mengetahui kelak
orang yang disumbang ini datang atau tidak ketika ia mempunyai hajat
dan membawa apa yang pernah ia bawa tidak. Jika tidak sesuai
maka bisa jadi masalah antara keduanya. Padahal dalam Islamkan
yang namanya nyumbang itu ya kudu ikhlas jangan ngarep-ngarep
dikembalikan.*®

Selain itu, beberapa pemilik hajat juga menerapkan request

(meminta) barang-barang sumbangan tertentu kepada mereka yang hendak

menyumbang. Hal ini biasanya terjadi dilingkup kerabat dan tetangga

¥ Hasil wawancara dengan lbu Siti Solehati, Warga Desa Kedaton | Kecamatan
Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Desember 2018
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dekat. Dalam transaksi ini pemilik hajat tidak menyatakan bahwa ia
berhutang tetapi meminta dan berniat akan mengembalikannya nanti jika
merekapun mempunyai hajatan. Sebagaimana yang disampaikan Ibu
Mardiyah:

Dulu waktu nikahan anak pertamanya, bu Endang meminta saya untuk

membawa telur 5 kg dan bawang merah 2 kg sebagai sumbangan. Bu

Endang bilang, ia akan gantian jika saya punya gawe nanti.

Sebenarnya saya tidak terlalu memperhitungkan akan dikembalikan

atau tidak, selama saya sanggup membantu ya saya bantu. Hanya

saja memang adatnya di sini dikembalikan dan saya rasa bu Endang
juga pasti tau akan bagaimana tanpa ia bilang akan mengembalikan.”

Perkataan meminta kemudian diikuti niat mengembalikan (gantian),
cukup kuat menunjukkan bahwa muncul akad hutang dalam praktik buwuhan
dengan sistem ini. Meskipun akad yang ada tidak dengan gamblang
menunjukkan itu hutang.

Mengenai sistem buwuhan di Desa Kedaton | tersebut, peneliti
melakukan wawancara dengan tokoh agama di desa Kedaton | yang dalam
hal ini adalah Bapak Misbah yang mana beliau adalah salah satu tokoh
agama terkemuka yang ada di Desa Kedaton I. Beliau merupakan salah satu
tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh cukup besar terutama bidang
agama. Beliau seorang yang disegani masyarakat karena kewibawaannya.
Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi terutama bidang
keagamaan. Beliau kerap dijadikan tempat bertanya masyarakat terkait hal-
hal keagamaan.

Bapak Misbah menjelaskan bahwa praktik buwuhan yang ada di

Desa Kedaton | memiliki beberapa nama atau istilah. Ada istilah nyumbang
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atau buwuh. Istilah ini biasanya untuk seseorang yang baru pertama kali
nyumbang ke suatu acara hajatan. Pendapat beliau terkait akad dalam
buwuhan ini adalah pemberian. Dalam hukum muamalah bisa didekatkan
pada akad hibah jika unsur yang ada adalah untuk saling membantu. Atas
dasar ta’awunlah beliau beranggapan demikian.*

Selain buwubh, ada istilah tumpangan yaitu keharusan tamu undangan
untuk menghadiri suatu undangan dan memberikan sesuatu kepada pemilik
hajat dikarenakan sebelumnya pemilik hajat juga telah melakukan hal yang
sama kepadanya. Jadi pada istilah tumpangan ini biasanya antar warga sudah
saling menyumbang atau salah satu warga telah menyumbang kepada warga
lain sehingga warga tersebut secara adat masyarakat Desa Kedaton | harus
bersedia melakukan hal yang sama kepada warga yang datang menyumbang
ditempatnya. Jika salah satu melanggar maka akan dapat konsekuensi yang
harus diterima. Biasanya warga lain atau yang ditumpangi menggunjingnya.
Tumpangan ini yang lebih diyakini masyarakat sama seperi hutang karena
adanya kebiasaan dikembalikan.™

Meskipun sebagian besar masyarakat desa beranggapan demikian
menurut Bapak Misbah terkait akad dalam tumpangan diyakini selayaknya
hutang, tetap saja hukum asal dari transaksinya adalah pemberian atau hibah.
Sebagaimana pengertian hibah yaitu suatu akad pemberian dari seseorang

kepada orang lain tanpa mengharap balasan untuk menunjukkan rasa saling

4 Hasil wawancara dengan Bapak Mishah, Tokoh Agama Desa Kedaton | Kecamatan
Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Desember 2018

!> Hasil wawancara dengan Bapak Misbah, Tokoh Agama Desa Kedaton | Kecamatan
Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Desember 2018
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tolong menolong dan tanda hormat. Keharusan mengembalikan atau adanya
pengharapan kembalinya apa yang telah diberikan dalam nyumbang
khususnya dalam tumpangan ini merupakan bentuk penyimpangan yang
terjadi dalam praktik nyumbang di masyarakat Kedaton I. Suatu akad
pemberian yang seharusnya tidak boleh mengharapkan kembali namun
adanya tumpangan ini menunjukkan akad kemudian berubah tidak seperti
akad awal yaitu hibah.*®

Pemberian dalam praktik nyumbang memiliki misi sebagai tanda saling
menghargai atau mengasihi. Adapun kebiasaan masyarakat sekarang
menggunakan sanksi sosial seperti diguncing sebagai alat untuk memaksa
orang lain menyumbang adalah hal yang salah besar. Islam tidak menyukai
sesuatu yang dipaksakan. Kalau seperti itu masyarakat merasa dipaksa untuk
memenuhi tumpangan tersebut. Adapun adanya pencatatan yang dilakukan
pemilik hajat harusnya digunakan sebagai pengingat kebaikan orang lain,
bukan sebagai pengingat beban hutang. Sehingga harusnya apa yang dibawa,
seperti besarnya nominal uang, tidak selayaknya ditulis.!’

Berkaitan dengan fenomena dimana tidak jarang di Desa Kedaton I
ini pemilik hajat meminta kerabat atau tetangganya untuk membawa barang
tertentu dengan jumlah tertentu ketika mereka menyumbang dengan
menyatakan bahwa pemilik hajat akan mengganti membantunya kelak atau

yang peneliti istilahkan dengan sistem request, menurut beliau apa yang
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dilakukan ini masuk dalam konteks hutang. Pada peristiwa ini terdapat
shighat bahwa pemilik hajat berhutang atau meminjam barang tersebut
dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia meminta
penyumbang untuk membawa barang tertentu dan akan mengembalikannya
meskipun pernyataan hutang dalam transaksi ini samar tetapi rukun hutang
terpenuhi. Sebagaimana yang beliau tuturkan,

“Kalau untuk hal itu menurut saya boleh saja asal tidak memberatkan
kedua pihak. Transaksi seperti ini dapat masuk dalam konteks hutang
meskipun ijab qabul-nya tidak menegaskan bahwa hal ini adalah
hutang dan waktu pengembalian yang disepakati tidak jelas. Adapun
alasannya karena dalam transaksi ini menurut saya rukun dan syarat
hutang piutang terpenuhi seperti adanya para pihak, shighat meski
yang terbentuk masih samar, adanya obyek hutang piutang, jangka
waktu biasanya dikembalikan. Sehingga menurut saya cukuplah
dikatakan bahwa transaksi ini hutang, apalagi pihak pemilik hajat
juga sudah punya niatan akan mengembalikan”.®

Pernyataan Bapak Misbah di atas sebagaimana penuturan dari Bapak
Imam Syafi’i yang juga merupakan salah satu tokoh agama di Desa Kedaton
I. Saat diwawancara Bapak Imam Syafi’l menjelaskan:

Mengenai sistem buwuhan yang ada di Desa Kedaton | ini menurut
saya bisa dihubungkan dengan beberapa status yaitu bisa hibah,
sedekah, tolong menolong, utang piutang, dan juga bisa dibilang
sebagai adat kebiasaan. Statusnya hibah karena merupakan pemberian
orang-orang Yyang berniat memberikannya walaupun nantinya
mengharapkan pengembalian. Statusnya sedekah, apabila orang yang
menyerahkan harta yang dibawanya secara ikhlas dan rela tanpa
berharap barang yang diserahkan tersebut dikembalikan. Statusnya
tolong menolong bagi mereka yang hanya semata-mata membantu
meringankan modal orang yang mempunyai hajat. Statusnya utang
piutang karena adanya kewajiban mengembalikan seperti utang
piutang. Statusnya adat kebiasaan karena memang sudah menjadi
tradisi mengembalikan sesuatu yang diserahkan saat hajatan
berlangsung. Hal ini didasarkan pada kaidah fighiyah yang
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menyebutkan bahwa suatu kebiasaan atau adat istiadat bisa dijadikan
sebagai pedoman hukum.*®

Kebiasaan masyarakat menyumbang dengan membawa sesuatu ketika
adanya pelaksanaan hajatan merupakan bentuk saling menghargai dan saling
membantu. Oleh karena itu pemberian tersebut haruslah didasari rasa ikhlas
tanpa paksaan.

Adapun tentang keyakinan masyarakat pada istilah tumpangan dimana
adanya keharusan dikembalikan sehingga tidak sedikit warga meyakininya
sebagai beban hutang menurut beliau merupakan hal yang keliru. Dalam suatu
pemberian dilarang mengharapkan pemberian tersebut kembali. Inilah yang
menurut Bapak Misbah merupakan bentuk penyimpangan atas
perkembangan tradisi yang oleh masyarakat dikembangkan menjadi suatu
kebiasaan yang tidak sesuai syariat sehingga harus diluruskan dan
dipahamkan bahwa hukum asal dalam praktik nyumbang adalah hibah, yaitu
suatu akad pemberian dengan larangan mengharap mendapatkan
pengembalian atas apa yang telah diberikan.

Sedangkan untuk fenomena request menurut beliau akadnya masuk
hutang meskipun shighat yang terjadi tidak dengan gamblang menyatakan
hutang akan tetapi telah memenuhi unsur hutang. Selain itu terkait shighat
yang masih samar, beliau berpegang pada pendapat mayoritas ulama yang
setuju bahwasanya dalam jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta

dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua pihak, tidak ada ketentuan
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syar’i tentang harusnya lafal tertentu. Sehingga semuanya dikembalikan
kepada adat kebiasaan. Dan pendapat ini berlaku pula dalam praktik
buwuhan dalam pelaksanaan hajatan.

Setelah wawancara dengan Bapak Misbah, peneliti melakukan
wawancara dengan Bapak Basori selaku tokoh masyarakat di Desa Kedaton I.
Beliau adalah warga pendatang, namun demikian beliau telah lama tinggal
di Kedaton I. Beliau adalah sosok yang cukup disegani karena sebagai tokoh
masyarakat mampu mengayomi dan cukup mumpuni.

Menurut beliau hukum buwuhan adalah hibah, namun tradisi
berkembang ada pengharapan dikembalikan atas sumbangan tersebut dan
ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kedaton I. Susahnya di Desa
Kedaton 1 ini, jika sesuatu itu sudah jadi kebiasaan dikembalikan maka
harus dikembalikan meski hukum asalnya hibah.?

Fenomena tumpangan dan request dalam praktik buwuhan di Desa
Kedaton | dikatakan masuk dalam konsep hutang karena memang adat
setempat memberlakukan hal demikian. Beliau bersandar pada kaidah figh,
“adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum”

Bapak Muhammad Basori adalah salah satu perangkat Desa Kedaton I.
Beliau memegang amanah sebagai kaur keuangan merangkap menjadi PPN
(Petugas Pencatat Nikah). Beliau sering diminta hadir dalam acara hajatan

walimahan untuk memberi tausyiah.
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Mengenai praktik buwuhan yang ada di Desa Kedaton | beliau
menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat dengan adanya tumpangan
meyakini transaksi yang muncul adalah hutang karena adanya keharusan
mengembalikan. Sebagaimana yang dituturkan beliau, bahwa:

Disini kebanyakan bilang tumpangan itu sama saja dengan orang
yang ngutangi terutama bagi warga yang memiliki pengetahuan agama
yang minim. Dalam melakukan nyumbang niatnya karena numpangi
dan berharap dikembalikan dan jika tidak maka akan dirasani bahkan
dikucilkan. Tapi yang paham agama nyumbang ya dianggap
nyumbang tidak ada istilah tumpangan atau yang lain sehingga tidak
mempertimbangkan harus dikembalikan.. Padahal dalam Islam
nyumbang itu disunnahkan untuk membantu dan saling tolong
menolong bagi yang membutuhkan.?*

Beliau juga menambahkan bahwa dalam ajaran Islam begitu orang
menyumbang diharapkan secara tulus ikhlas tidak mengharapkan yang
lain. Tapi yang sekarang dipraktikkan masyarakat merupakan suatu
penyimpangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan
warga terutama tentang hukum dalam nyumbang.?

Untuk pemilik hajat yang biasanya meminta sumbangan ke calon
penyumbang yang biasanya masih kerabat pemilik hajat menurut Bapak
Basori, jika yang bersangkutan (pemilik hajat) yang meminta maka harus
dikembalikan. Kata-kata minta itu bisa dianalogikan hutang, karena meminta
dan sumbangan berbeda. Dasar lain adalah ta’awun.

Selain itu sebagaimana pengamatan beliau selaku tokoh yang kerap

berurusan dengan hajatan terutama walimahan menyatakan bahwa yang
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menjadi kebiasaan ini memang benar adanya meskipun ada bentuk
penyimpangan pada akadnya namun hal yang telah menjadi tradisi bisa
dijadikan dasar hukum. Tentang hukum buwuhan atau nyumbang ini beliau
juga bersandar dari hasil bahtsul masail NU dalam buku Kitab Figh Jawabul
Masail halaman 551 tentang “Hukum Kado (amplop atau buwuhan).?

C. Analisa Pelaksanaan Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan di
Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah

Sebagian masyarakat saat ini telah terbangun suatu tradisi yang
menarik saat penyelenggarakan hajatan seperti walimah, kelahiran, khitanan
atau yang lain, yaitu adanya sistem buwuh atau nyumbang. Demikian juga di
Desa Kedaton | Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
Penyumbang adalah para tamu undangan, handai taulan, tetangga, kerabat
yang diundang dan memiliki kedekatan emosional dengan pemilik hajat.
Biasanya mereka menghadiri undangan tersebut dengan membawa sesuatu
baik berupa barang atau uang untuk diberikan kepada pemilik hajat. Akad
dalam praktik buwuhan di Desa Kedaton | dilakukan dengan perbuatan
atau bisa juga dengan lisan, namun lebih sering dengan perbuatan dimana
penyumbang meletakkan barang yang dibawa di depan seseorang yang diberi
tugas menerima tamu, terkadang juga dilakukan dengan memasukkan ke
tempat yang telah disediakan. Dari praktik ini tidak ditemukan pernyataan

yang jelas bahwa penyumbang memberikan barang atau uang tersebut
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kepada pemilik hajat, sehingga tata cara akad yang terjadi menjadi sedikit
samar apakah tata cara yang demikian bisa dikatakan bentuk akad atau
tidak.

Dalam istilah figh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak
maupun yang muncul dari dua pihak. Akad sebagai pertemuan antara ijab dan
gabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan
suatu akibat hukum pada objeknya. ljab gabul dapat dilakukan beberapa cara
seperti lisan al-hal apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan
orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu
berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida“ (titipan) antara
orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang
tersebut dengan jalan dalalat al-hal. Suatu akad juga bisa dengan perbuatan.
Sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi proses tawar-
menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum.

Menurut fugaha adanya pernyataan ijab harus diikuti gabul. Namun
menurut Imam Abu Hanifah, dalam akad pemberian cukup ijab saja tanpa
diikuti oleh gabul, maka dengan tidak adanya pernyataan menerima (gabul)
pun akad pemberian tetap sah, asalkan transaksi yang dilakukan
menunjukkan adanya serah terima hibah.

Berdasarkan teori yang ada dapat dikatakan bahwa transaksi akad
dalam praktik buwuhan di Desa Kedaton | terletak pada cara yang biasa

digunakan oleh masyarakat seperti meletakkan barang begitu saja dan
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kadang dengan memasukkan ke tempat yang disediakan dimana dalam
Islam kedua transaksi ini termasuk kategori lisan al-hal.

Buwuhan dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja
buwuh atau melakukan kegiatan memberi sumbangan. Buwuhan juga memiliki
pengertian sebagai suatu akad pemberian sebagai bentuk bantuan, sedangkan
kata “menyumbang” berarti memberikan sesuatu kepada orang yang sedang
mengadakan pesta dan sebagainya sebagai sokongan (bantuan). Hibah dalam
hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang memiliki makna memberi
orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasihan, harga
menghargai, tanda hormat, tanda terima kasih dan sebagainya. Menurut
istilah syar‘i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya
kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan.
Dari pemaparan tersebut terdapat kesamaan yang mendasar antara hibah
dalam hukum lIslam, hibah sebagai pemberian dalam adat dan buwuhan
yaitu sama-sama dilakukan untuk tujuan saling memberi, murni pemberian
untuk saling tolong menolong tanpa boleh mengharapkan balasan.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam lagi, istilah hibah
berkonotasi memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa
mengharapkan imbalan dan jasa. Jika dikaitkan dengan suatu perbuatan
hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik dimana
pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak
penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan

harta tersebut kepada pihak penghibah.
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Di Desa Kedaton | Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur dalam praktik buwuhan terdapat istilah tumpangan, dimana istilah
tumpangan ini diyakini masyarakat Desa Kedaton | memiliki implikasi
hutang. Tidak hanya keberadaan istilah tumpangan dalam praktik buwuhan
yang diyakini hutang, adanya pencatatan barang-barang sumbangan sebelum
diserahkan kepada orang yang memiliki hajat juga kerap terjadi di Desa
Kedaton I ini.

Keyakinan masyarakat tentang tumpangan adalah suatu bentuk
penyimpangan akad atas hukum asalnya. Menurut hasil wawancara di atas
mereka bersandar pada dalil yang sudah ada yaitu dalil tentang perintah
untuk saling tolong menolong, sehingga menurut mereka akad dalam
tumpangan tetaplah hibah. Adapun tentang keyakinan masyarakat pada
istilah tumpangan dimana adanya keharusan dikembalikan sehingga tidak
sedikit warga meyakininya sebagai beban hutang merupakan hal yang
keliru.

Sebagaimana pendapat Bapak Misbah bahwa kebiasaan masyarakat
menyumbang dengan membawa sesuatu ketika adanya pelaksanaan hajatan
sebenarnya merupakan bentuk saling menghargai dan saling membantu. Oleh
karena itu pemberian tersebut haruslah didasari rasa ikhlas tanpa paksaan,
dilarang mengharapkan pemberian tersebut kembali. Inilah yang menurut
Bapak Misbah merupakan bentuk penyimpangan atas perkembangan tradisi

yang oleh masyarakat dikembangkan menjadi suatu kebiasaan yang tidak
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sesuai syariat sehingga harus diluruskan dan dipahamkan bahwa hukum asal
dalam praktik buwuhan adalah hibah.

Keyakinan masyarakat tentang tumpangan adalah suatu bentuk
penyimpangan akad buwuhan atas hukum asalnya dan sepakat
berpendapat bahwa hukum buwuhan atau nyumbang dalam pelaksanaan
hajatan memiliki akad hibah, bukan hutang meskipun terdapat keharusan
pengembalian yang diterapkan oleh masyarakat Desa Kedaton | pada sistem
tumpangan dalam praktik buwuhan. Mereka menyamakan konsep hibah
dengan konsep buwuhan karena keduanya memiliki kedekatan makna yaitu
murni dilakukan untuk saling memberi dan saling menolong. Dari beberapa
penjelasan teori pada bab Il, juga menyatakan bahwa antara konsep buwuhan
dan konsep hibah keduanya memiliki kesamaan maksud dan tujuan yaitu
sama-sama bermaksud memberi dan sama-sama memiliki tujuan untuk
saling membantu. Keduanya juga memiliki kesamaan konsekuensi atau
akibat hukum atas akad yang terjadi yaitu segala sesuatu yang telah
diberikan tidak boleh diminta kembali.

Adapun menurut Bapak Basori yang memandang praktik buwuhan
atau nyumbang di Desa Kedaton | memang berimplikasi hutang
mendasarkan pada kaidah figh dimana adat kebiasaan dapat dijadikan
hukum, sehingga jika memang adatnya demikian maka harus dikembalikan.
Alasan mereka diperkuat dengan kutipan dalam buku kitab Jawabul Masail

NU yang dibacakan bapak Basori yang merupakan hasil masail NU yang
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pernah beliau ikuti bahwasannya hadiah, kado atau buwuhan statusnya

sebagai hutang apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

1. Memberikannya dengan ucapan contoh “ambillah uang/barang ini”.

2. Berniat menghutangi

3. Adanya kebiasaan atau tradisi di masyarakat untuk mengembalikan uang
buwuhan.

Dan hasil pengamatan beliau menyatakan praktik buwuhan di Desa
Kedaton | yang diyakini masyarakat memiliki implikasi hutang sama
dengan yang dijelaskan dalam buku kitab Figh Jawabul Masail NU. la
menyatakan bahwa keyakinan masyarakat tentang tumpangan adalah suatu
bentuk kebiasaan masyarakat Kedaton | yang telah mendarah daging
sehingga mereka sepakat berpendapat bahwa hukum buwuhan dalam
pelaksanaan hajatan (tumpangan) bisa dikatakan hutang. Mereka
mendasarkan pendapat mereka pada kaidah figh dan hasil basail NU dimana
notabene masyarakat Kedaton | beraliran NU. Mereka menyatakan hutang
karena memang dalam praktiknya di Desa Kedaton | terdapat transaksi
permintaan dengan bentuk kerjasama meskipun kata “minta” itu tidak jelas
terucapkan. Namun terdapat kontrak sosial dalam sistem ini sehingga
keharusan mengembalikan ini pun diterima oleh masyarakat desa Kedaton 1.
Inilah alasan beberapa tokoh masyarakat desa Kedaton I, seperti bapak
Basori menyatakan akad dalam praktik nyumbang bergeser dari hibah

menjadi hutang, karena terdapat kebiasaan keharusan pengembalian pada
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sistem tumpangan dalam praktik buwuhan atau nyumbang yang diterapkan
oleh masyarakat desa Kedaton I.

Selain terdapat sistem tumpangan, beberapa pemilik hajat juga
menerapkan request barang sumbangan kepada mereka yang hendak
menyumbang. Hal ini biasanya terjadi dilingkup kerabat dan tetangga.
Dalam transaksi ini pemilik hajat tidak menyatakan bahwa ia berhutang tetapi
meminta dan berniat akan mengembalikannnya nanti jika merekapun
mempunyai hajatan.

Tentang fenomena dimana ada warga yang request kepada para
penyumbang terkait barang yang akan dia bawa, semua tokoh masyarakat
Desa Kedaton | sepakat bahwa akad yang terjadi adalah hutang meskipun
shighat yang terbentuk adalah meminta sumbangan. Selain itu terkait
shighat yang masih samar, salah satu dari mereka berpegang pada pendapat
mayoritas ulama yang setuju bahwasanya dalam jual beli yang disyariatkan
adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua
pihak, tidak ada ketentuan syar’i tentang harusnya lafal tertentu. Sehingga
semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan pendapat ini berlaku
pula pada sistem request dalam praktik buwuhan atau nyumbang yang ada di
desa Kedaton I. Terpenuhinya syarat dan rukun hutang yaitu adanya dua
pihak yang berakad, obyek transaksi yang jelas dan adanya pernyataan
sebagai shighat meskipun hanya dari salah satu pihak dimana pernyataan
hutang tidak terlihat jelas, dari ini sudah dapat dikatakan bahwa praktik

request dalam praktik buwuhan di Desa Kedaton I telah memenuhi syarat
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dan rukun hutang piutang. Dari transaksi yang dilakukan masyarakat Kedaton
I, tujuan dan makna yang tersirat dari transaksi mereka menunjukkan adanya
unsur hutang, yaitu adanya transaksi permintaan berbentuk kerjasama yang
secara tersirat tertuang dalam kesepakatan mereka ketika transaksi awal.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam
konsep hibah, suatu pemberian tidak boleh ada pengharapan kembali.
Sedang praktik yang ada di Desa Kedaton | tentang adanya praktik
tumpangan yang diyakini hutang memunculkan dua perspektif yang berbeda
dari tokoh masyarakat. Kelompok pertama menghukuminya sebagai hibah
sehingga menyatakan praktik tumpangan yang terjadi di masyarakat Desa
Kedaton | adalah bentuk penyimpangan syari’at karena dalam praktiknya
dalam buwuhan seharusnya dilakukan murni untuk saling membantu namun
faktanya dengan memunculkan sistem tumpangan tidak jarang membuat
masyarakat salah persepsi terhadap makna dan tujuan adanya praktik
nyumbang dalam pelaksanaan hajatan di mana dalam Islam nyumbang
sama dengan memberi dan memberi tidak boleh mengharapkan imbalan.
Kelompok kedua adalah kelompok yang menghukuminya hutang
karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton | terkait praktik
buwuhan memang memiliki implikasi hutang sehingga ada keharusan untuk
dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (hibah) dilakukan
atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi
kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di

masyarakat Kedaton | telah terdapat kesepakatan mengembalikan secara
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tersirat dimana kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat
dan diterima oleh masyarakat desa Kedaton I.

Sedangkan untuk fenomena request yang diterapkan pemilik hajat
kepada penyumbang, semua tokoh sepakat menghukuminya hutang karena
akad yang tersirat menunjukkan adanya transaksi hutang meskipun kata yang
dipakai adalah “meminta sumbangan”. Sebagaimana dalam konsep qard
apabila telah terpenuhi syarat dan rukun gard maka akadnya sah meskipun
shighat yang terjadi tidak secara terang menyatakan adanya hutang seperti
transaksi yang dilakukan masyarakat Kedaton I.

Dalam transaksi ini, semua menerangkan bahwa dalam transaksi
tersebut telah memenuhi rukun dan syarat hutang yaitu para pihak (pemilik
hajat dan calon penyumbang), obyek transaksi (barang-barang yang diminta
pemilik hajat untuk dibawa), shighat (pernyataan pemilik hajat menentukan
barang yang harus dibawa dengan janji akan mengembalikan meskipun
shighat ini tidak menegaskan bahwa pemilik hajat telah berhutang, akan
tetapi menurut beliau pernyataan tersebut telah sah).

Namun apabila melihat praktik yang terjadi di dalam masyarakat
sekarang ini, khususnya Desa Kedaton | bahwa kegiatan pengembalian
barang atau uang yang diserahkan saat hajatan sudah menjadi semacam
tradisi dan adat kebiasan. Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka sistem
buwuhan yang sudah menjadi adat kebiasaan dan tradisi tersebut sudah
sesuai dengan kaidah figih yakni al- ‘adatu al-muhkamah yakni setiap adat

kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat
dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Akad pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang sejatinya
adalah hibah, bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan
adanya akad hutang melainkan murni pemberian saja meskipun masyarakat
Desa Kedaton | menerapkan keharusan pengembalian. Dalam hal ini
mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep nyumbang

Sistem tumpangan memiliki akad sama dengan hutang karena
kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton I terkait sistem tumpangan
dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan adanya
keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian
(hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah
diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem
tumpangan yang ada di masyarakat Kedaton | telah terdapat kesepakatan
mengembalikan meskipun hanya secara tersirat tetapi kesepakatan ini telah
menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat desa

Kedaton I.
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B. Saran
Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan
sebagai berikut:

1. Bagi para tokoh masyarakat sebagai orang yang memiliki pengaruh
terhadap kehidupan dan pola pikir masyarakat sebaiknya segera
memberikan pemahaman terkait hakikat dan tujuan adanya praktik
nyumbang sehingga keyakinan masyarakat Kedaton | terhadap praktik
nyumbang yang diyakini memiliki implikasi hutang dapat diluruskan.

2. Bagi pelaku praktik nyumbang seharusnya dalam berbuat kebaikan
dilakukan dengan niat yang semestinya yaitu tulus ikhlas hanya
mengharap ridha Allah Swt.

3. Semoga, melalui buah karya ini meskipun belum sempurna mampu
dijadikan bahan pertimbangan dan kajian tambahan untuk meluruskan
kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang sejalan aturan yang

semestinya.
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM

BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN
(Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara dengan Tokoh Agama

1.
2.

Apakah yang dimaksud buwuhan menurut pemahaman anda?

Sudah lamakah sistem buwuhan ini dilakukan oleh masyarakat Desa
Kedaton Satu?

Bagaimana pelaksanaan buwuhan di Desa Kedaton Satu ini?

Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem
buwuhan?

Apakah ada dalil syar’i yang mengatur mengenai sistem buwuhan?
Apakah pelaksanaan buwuhan di Desa Kedaton Satu sudah sesuai dengan
hukum Islam?

Nilai-nilai agama apa saja yang terkandung dalam sistem buwuhan

tersebut?

B. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1.
2.

Apakah yang dimaksud buwuhan menurut pemahaman anda?

Sudah lamakah sistem buwuhan ini dilakukan oleh masyarakat Desa
Kedaton Satu?

Bagaimana pelaksanaan buwuhan di Desa Kedaton Satu ini?

Bagaimana pandangan anda mengenai sistem buwuhan tersebut?

Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem
buwuhan?

Nilai-nilai kemasyarakatan apa saja yang terkandung dalam sistem

buwuhan tersebut?

C. Wawancara dengan Warga

1.

Apakah yang dimaksud buwuhan menurut pemahaman anda?



74

2. Bagaimana pelaksanaan buwuhan di Desa Kedaton Satu ini?

3. Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem
buwuhan?

4. Apakah ada nominal tertentu yang menjadi standar dalam sistem
buwuhan?

5. Bagaimana menurut anda agar sistem buwuhan terlaksana dengan baik?

6. Nilai-nilai apa saja yang bisa anda ambil dari sistem buwuhan tersebut?

DOKUMENTASI
1. Sejarah Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
2. Struktur Organisasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban

3. Monografi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban
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DESA KEDATON 1

Nomor
Lampiran D=
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro

Di -

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari N
uban Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama - ADITYA INDARWAN EKA PUTRA
NPM 113111409

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/research di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul
“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BUWUHAN
DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan
Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kedaton 1, 01 Januari 2019
Kepala Desa Kedaton 1,

O ¥ PER,

S
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SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-453/In.28/S/0T.01/06/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aditya Indarwan Eka Putra
NPM : 13111409
Fakultas / Jurusan :Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13111409,

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari
pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam
rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

7 L
PR
h[ udin, M.Pd.

195808314081031001
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